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 ABSTRAK   

 

Selvy Agustina, 2025: Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Gadai 

Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan 

Hilir 

 

 Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kesenjangan antara 

teori dan praktik dengan pelaksanaan praktik gadai kebun sawit di Desa 

Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Peneliti memilih lokasi ini karena 

masyarakat di Desa Srikayangan sebagian besar bekerja sebagai petani, khususnya 

petani sawit. Hal ini membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik 

gadai sawit yang ada di lokasi tersebut. penelitian ini tentang analisis fiqih 

muamalah terhadap praktik gadai kebun sawit studi kasus di Desa Srikayangan 

Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan akad gadai kebun sawit yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten 

Rokan Hilir dan mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap 

pengambilan manfaat atas gadai kebun sawit di Desa Srikayangan Kabupaten 

Rokan Hilir. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa praktik gadai di Desa 

Srikayangan yang dominan dijadikan sebagai jaminan adalah kebun sawit. 

Pelaksanaan praktik gadai kebun sawit di Desa Srikayangan yaitu pemanfaatan 

barang jaminan tersebut berada dipihak penerima gadai (murtahin) yang 

seharusnya barang tersebut menjadi barang jaminan untuk transaksi gadai bukan 

untuk dikelola oleh penerima gadai serta adanya syarat yang tidak sesuai dalam 

masa perjanjian. Salah satu faktor terjadinya praktik gadai kebun sawit di desa 

ssrikyangan adalah karna faktor ekonomi. Menurut analisis fiqih muamalah 

pelaksanaan transaksi gadai kebun sawit di desa srikayangan mengandung unsur 

riba yang dilarang dalam syariat Islam karna terjadinya pemanfaatan (marhun) 

oleh pihak murtahin. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai merupakan salah 

satu akad tabarru yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai tergolongkan 

kedalam prinsip ta‟awwun yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi 

mencari rida Allah semata. 

 

Kata kunci :Fiqih Muamalah, Praktik Gadai Kebun Sawit Desa Srikayangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Muamalah atau interaksi keuangan merupakan sesuatu perkara yang 

penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup yang mengatur semua 

aspek kehidupan manusia, tak terkecuali interaksi keuangan antar manusia.
1
 

Untuk mengakomodasi itu, ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

hadist Rasulullah dalam disiplin ilmu fiqih muamalah. Seperti yang terdapat 

dalam, Q.S. Al-Baqarah (2): 188 yang berbunyi: 

                               

                          

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”2
 

 

Ayat ini menjadi landasan dilarangnya akad yang mengandung tipu 

muslihat, perjudian, dan hal-hal yang mengandung pengambilan hak orang 

lain secara batil.  

Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya 

agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada 

                                                           

1
 Rahmat Hidayat, Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah,  

(Medan:  CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 13. 
2 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Mushaf Tajwid An-Naim, 

2014), Al-Baqarah (2):  188. h. 29. 
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orang lain, dan tidak merugikan salah satu pihak hanya untuk mendapatkan 

keuntungan semata untuk diri sendiri.
3
 

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan 

alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan 

ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Bentuk kebutuhan manusia sangat beragam, 

sehingga menyebabkan secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan 

memerlukan bantuan orang lain, misalnya dengan cara mencari pinjaman 

kepada pihak-pihak yang diyakininya akan memberikannya. 

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi 

ekonomi) yang mengandung nilai ta‟awun (tolong-menolong). Dalam Al-

Qur‟an dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280 yang berbunyi: 

                                  

            

 “Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebahagian 

atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
4
 

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang 

lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk 

janji dari si peminjam untuk membayar lebih.
5
 

                                                           
 

3
 Syaikhu,et.al., Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, 

(Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 5. 

4
 Kementrian Agama RI, Ibid, h. 47. 

5
 Umi Hani, Fiqih Muamalah, (Banjarmasin: Univ Islam Kalimantan Muhammad Arsyad 

Al-Banjary Banjarmasin, 2021),  h. 75. 
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Qardh (utang-piutang) pada dasarnya adalah akad yang bercorak 

ta‟awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang sedang 

membutuhkan bantuan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan ma‟aruf 

yang dapat mengatasi kesulitan sesama manusia.
6
 Memberi bantuan kepada 

orang lain adalah suatu kebaikan, karna dapat menghindarkan seseorang dari 

sesuatu yang dilarang oleh agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Akad adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam 

menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu. Sedangkan makna akad 

dalam Islam adalah hubungan antara ijab dan qobul dengan cara yang 

dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariat yang mempunyai pengaruh langsung. 

Jika terjadi ijab dan qobul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara‟ 

akan menganggap ada ikatan diant nara keduanya dan akan terlihat hasilnya 

pada sesuatu yang diakadkan, berupa harta benda yang menjadi tujuan kedua 

belah pihak membuat akad.
7
 

Riba diartikan juga sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok 

atau modal secara batil. Riba juga dapat didefinisikan, suatu transaksi atau 

harta tertentu, ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaan ukuran atau 

dengan menunda penyerahan barang yang ditransaksikan. Riba bisa muncul 

pada transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.  

                                                           

6
 Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2018), Cet Ke-1, h. 59. 

7
 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqih Muamalat, ( Jakarta: Amzah, 2017), Cet Ke-3,h. 

15.          
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Manusia dianjurkan untuk membantu sesama manusia dalam 

kebaikan. Membantu tanpa mengharapkan adanya imbalan dan menolong 

orang lain tanpa merugikan salah satu pihak.
8
 Namun adakalanya dalam akad 

pinjam meminjam dalam pelaksanaannya menggunakan jaminan hutang, 

artinya seseorang yang menerima pinjaman memberikan barang atau benda 

kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas hutangnya, istilah ini disebut 

dalam Fiqih Islam sebagai Rahn. 

Akad Rahn atau Ar-rahn adalah perjanjian atau kesepakatan antara 

dua belah pihak untuk melakukan gadai. Dengan cara menandatangi surat 

bukti gadai sebagai tanda telah melakukan transaksi, hal tersebut merupakan 

bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak, kemudian menahan barang 

sebagai jaminan lalu memberikan uang pinjaman, benda gadai tersebut bisa 

berbentuk barang, surat tanah, surat berharga atau aset lainnya. Barang 

jaminan dikembalikan lagi setelah melunasi hutangnya.  

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberi pinjaman tidak boleh 

memanfaatkan barang gadaian tersebut, sekalipun penerima pinjaman 

mengizinkannya, karena ini termasuk hutang yang menarik manfaat, sehingga 

apabila dimanfaatkan termasuk kedalam riba. Rasulullah SAW bersabda: 

“Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba” (HR. 

Harist bin Abi Usamah).
9
 

                                                           

8
 Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syari‟ah dan Ribanya Bunga Bank, (Semarang: 

Amanda Semarang, 2018),  Cet. Ke-1, h. 4. 

9
 Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Syarah Bulughul Maram, Alih bahasa oleh: Muhammad 

Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2017), Cet Ke-2, h. 254. 
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Rahn dalam fiqih Islam adalah suatu perjanjian untuk menahan barang 

sebagai jaminan atas tanggungan hutang, atau akad hutang piutang dengan 

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara‟ 

sebagai jaminan, dan rahin boleh mengambil manfaatnya.
10

 

Para fuqoha‟ dalam menetapkan hukum rahn adalah yang menggadai 

(rahin) orang yang menerima gadai (murtahin), diantara keduanya tidak 

termasuk pemakan riba, yang dilarang oleh syari‟at Islam. Sebab, hakikat ar-

rahn dalam Islam adalah akad yang dilakukan dan mempunyai tujuan tolong 

menolong antar sesama manusia.
11

 

Islam tidak mengatakan bahwa praktik gadai itu haram, apabila 

dilakukan sesuai dengan prinsip syari‟ah, dengan cara yang benar dan tujuan 

yang tidak merugikan orang lain. Adanya pegadaian syari‟ah yaitu bertujuan 

untuk membantu perekonomian masyarakat. 

Adanya praktik gadai memang sangat membantu dikalangan 

masyarakat pada saat ini, seperti yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten 

Rokan Hilir. Namun pada kenyataannya pelaksanaan transaksi gadai kebun 

sawit didesa ini banyak terjadi penyimpangan dan tidak terlepas dari persoalan 

yang ada dilapangan.  

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa 

Srikayangan yang pernah melakukan gadai sawit pada tahun 2015 yang 

                                                           

10
 Syaikhu, Op.Cit. h. 159. 

11
 Akhmad Farroh Hasan, Op.Cit. h. 40. 
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bernama Uliati. Beliau mengatakan bahwa transaksi gadai yang terjadi didesa 

Srikayangan pernah dilakukan oleh beberapa masyarakat didesa tersebut. 

Beliau mengungkapkan bahwa pihak yang menerima gadai dapat 

meminjamkan uang dengan jumlah yang diinginkan, namun sesuai dengan 

syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama. Salah satu 

syaratnya adalah menambahkan jumlah pokok pinjaman sebesar 5% apabila 

pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau 

memilih untuk memperpanjang kontrak perjanjian. Dengan jangka waktu 

pinjaman selama 1 tahun dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000. 000,- 

kemudian hasil dari kebun sawit diterima oleh yang memberi pinjaman serta 

perjanjian si pemberi gadai (rahin) harus tetap merawat sawit tersebut, seperti 

membersihkan lahan dan memberi pupuk organik seperti yang biasa dilakukan 

oleh pemiliknya. 

Maka dari itu pihak yang menggadaikan sawitnya mengalami kesulitan 

dalam melunasi hutangnya dikarenakan pemanfaatan hasil kebun sawit serta 

syarat yang diberikan oleh penerima gadai. Mata pencaharian didesa 

Srikayangan adalah dari hasil kebun sawit, jadi walaupun penerima gadai 

(murtahin) memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (rahin) ia akan tetap 

kesulitan untuk melunasi hutangnya, dikarenakan  pengambilan manfaat yang 

dilakukan oleh murtahin.
12

 

                                                           

12
 Uliati, Masyarakat yang Pernah Melakukan Praktik Gadai Sawit, Desa Srikayangan, 

wawancara, 5 Juli 2015. 
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Praktik gadai yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan 

Hilir, dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang dipandang memberatkan. 

Karena beberapa masyarakat didesa Srikayangan yang masih belum 

memahami gadai sawit menurut syari‟at Islam. 

Melihat dari cara praktik gadai menggadai yang dilakukan oleh 

masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah praktik 

gadai menggaadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Srikayangan 

sesuai atau tidak dalam Konsep Fiqih Muamalah dengan judul “Analisis Fiqih 

Muamalah terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan 

Kabupaten Rokan Hilir.” 

 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak 

menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian 

ini tentang “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit 

Studi Kasus di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.” 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan 

Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan 

Manfaat Atas Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan 

Hilir? 
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D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad gadai kebun sawit  

yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap 

pengambilan manfaat atas gadai kebun sawit di Desa Srikayangan 

Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karna dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan, serta diharapkan mampu memberi pemahaman 

terkait praktik pelaksanaan gadai yang dibenarkan oleh hukum Islam. 

c. Sebagai Ksanah atau menjadi sumber pengetahuan.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Akad 

Menurut bahasa akad berasal dari kata al-„aqd yang memiliki arti 

mengikat atau mengikat sesuatu dengan perjanjian (al-rabt), sambungan 

(al-uqdah), dan jani (al‟-ahd) yaitu apabila ada seseorang yang membuat 

janji kemudian satu orang lagi menyetujui nya maka akan ada dua orang 

yang terikat dalam perjanjian tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S 

Al-Maidah (5):1 yang berbunyi: 

             

 “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu  (QS Al-

Maidah [5]: 1).”
13

 

2. Rukun-rukun Akad 

a. Aqid adalah orang yang berakad, akad bisa terjadi pada dua orang atau 

lebih, misalnya antara penjual dan pembeli.  

b. Ma‟qud „alaih adalah benda atau harta yang diakadkan, seperti barang 

yang dijual dalam jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam 

akad gadai, utang yang dijamin dalam akad wakalah. 

c. Maudhu‟al‟aqd adalah tujuan dari melakukan akad. Dalam akad jual 

beli tujuan pokoknya adalah memberi barang kepada pembeli dan 

diberi ganti dengan uang tunai.  

                                                           

13
 Kementrian Agama RI, Op,Cit. h. 106. 
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d. Shighat al‟aqd adalah ijab dan qobul. Ijab adalah seseorang yang 

mengatakan pernyataan tentang tujuan atau gambaran  kehendaknya 

dalam mengadakan akad, sedangkan qobul adalah seseorang yang 

mengatakan persetujuan dalam berakad, yang diucapkan setelah 

adanya ijab. Ijab qobul adalah bertukar nya sesuatu dengan yang lain 

yang disepakati antara kedua belah pihak dan benda atau barang yang 

ditukar sesuai dengan takaran nya.
14

 

3. Syarat-syarat Akad 

a. Kedua orang yang melakukan akad harus yang sudah baligh atau 

berakal, akad tidak sah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak 

cakap bertindak, contoh nya orang gila atau orang yang berada dalam 

pengampunan (mahjur). 

b. Yang dijadikan objek akad dalam menerima hukumnya. Atau 

seseorang yang dapat bertanggung jawab. 

c. Akad tersebut diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh seseorang yang 

memiliki hak kewajiban untuk melakukan nya walaupun dia bukan 

aqid yang memiliki barang. 

d. Akad tersebut tidak sah apabila akad nya dilarang oleh syara‟, atau 

melakukan akad namum tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seperti jual 

beli mulasamah. 

                                                           

14
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 47. 
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e. Akad yang dilakukan dapat memberi manfaat atau faedah, sehingga 

tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah atau hanya 

mengambil keuntungan sendiri dan merugikan salah satu pihak. 

f. Ijab terus berjalan, tidak dicabut sebelum terjadi qobul. Jika yang 

berijab menarik kembali ijabnya sebelum melakukan qobul, maka 

ijabnya batal. 

g. Ijab dan qobul harus bersambung, apabila seseorang yang berijab 

sudah berpisah sebelum qobul, maka ijab nya batal atau tidak sah.
15

 

4. Pengertian Rahn (gadai) 

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn 

adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai 

tanggungan hutang, atau bisa juga dikatakan dengan barang yang ditahan 

sebagai bentuk jaminan dari pinjaman uang. Pengertian ar-rahn dalam 

bahasa arab adalah ats-tsubut wa ad-dawan yang berarti “tetap” dan 

“kekal” seperti dalam kalimat maun rahin yang artinya air yang  terlihat 

tenang.  

Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah makna yang 

tersirat dalam kata al-habsu, yang artinya menahan. Karena itu, secara 

bahasa kata ar-rahn “menjadikan suaru benda yang bersifat materil 

sebagai bentuk jaminan pengikat hutang” Perjanjian tersebut lazim disebut 

sebagai jaminan, agunan, dan tahanan.
16

 

                                                           

15
 Ibid., h. 50 

16
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-2, h. 1. 
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5. Dasar Hukum Rahn 

a. Al-Qur‟an 

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar 

hukum membangun konsep gadai adalah sebagai berikut : 

                                

                            

                             

           

 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah tuhannya: dan janganlah (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
17

 

 

b. Hadis Nabi Muhammad SAW 

Kemudian Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status 

hukum gadai berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi 

Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya 

bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada orang Yahudi, 

                                                           

17
 Kementrian Agama RI, Op,Cit,  h. 49. 
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bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang 

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan 

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Rasulullah Shallallhu „Alaihi Wasallam bersabda: 

“Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah membeli makanan 

dengan berutang dari seorang yahudi, lalu beliau menggadaikan 

baju besi beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).
18

 

6. Rukun Gadai 

Dalam fikih empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba‟ah) 

diungkapkan rukun gadai sebagai berikut : 

a. Aqid (Orang yang Berakad) 

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang terbagi menjadi 

dua yaitu, rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan murtahin 

(orang yang menerima barang gadaian) atau penerima gadai. Hal ini 

didasari oleh shighat, yaitu ucapan berupa ijab qobul (serah-terima 

antara si penggadai dan penerima barang gadaian). Untuk 

melaksanakan akad rahn harus memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip 

Islam, sehingga akad yang akan dilakukan dua pihak atau lebih harus 

memenuhi syarat dan rukun. 

 

                                                           

18
 Taqiyuddin Abdul Ghany, Umdat Al-Ahkam, Alih bahasa oleh: Abdurrohim, (Jakarta: 

Republika Penerbit, 2011), Cet Ke-1, h. 226. 
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b. Ma‟qud „alaih (barang yang digadaikan) 

Ma‟qud „alaih terbagi menjadi dua, yaitu marhun (barang yang 

digadaikan) dan marhun bih (dain), atau utang yang karna diadakan 

nya akad rahn. Ma‟qud „alaih berupa barang yang dijadikan sebagai 

jaminan.
19

 

7. Syarat-syarat Gadai 

a. Shighat 

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan 

waktu yang akan akan datang. Jika kesepakatan tersebut dikaitkan 

dengan masa mendatang maka akadnya tidak sah atau batal. Misalnya, 

orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu 

utang dan belum bisa terbayar, sehingga pihak penggadai dapat 

memperpanjang jangka waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung 

kelancaran atau kebaikan dalam akad, maka diperbolehkan. Sebagai 

contoh, pihak yang menerima gadai meminta supaya akad yang akan 

dilaksanakan disaksikan oleh dua orang saksi. 

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum 

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum maksudnya 

adalah orang berakad cakap dalam bertindak. Pihak rahin dan marhun 

cakap melakukan perbuatan hukum atau seseorang yang sudah dewasa 

dan berakal. Yang dilihat seperti aqil baligh, berakal sehat (tidak gila) 

dan mampu melakukan akad. Syarat orang yang menggadaikan (ar-

                                                           

19
 Ibid., h. 83. 
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rahin) dan orang yang menerima gadai  adalah orang yang mampu 

bertindak dalam hukum.  

c. Utang (marhun bih) 

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa, utang 

adalah kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayarnya 

kepada orang yang memberi pinjaman (piutang), utang merupakan 

barang atau harta yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat 

maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihitung jumlah nya.
20

 

d. Marhun 

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima 

gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati 

bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang 

berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya 

adalah : 

1) Agunan tersebut harus bernilai dan mempunyai manfaat menurut 

ketentuan syariat Islam, dan sebaliknya apabila agunan tersebut 

tidak memiliki manfaat dan tidak punya kegunaan menurut syariat 

Islam, maka tidak dapat dijadikan sebagai agunan. 

2) Agunan tersebut harus jelas dan bersifat tertentu (harus dapat 

ditentukan secara spesifik). 

3) Agunan tersebut harus milik pribadi atau sah kepemilikannya. 

                                                           

20
 Ibid., h. 84. 
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4) Agunan tersebut tidak terikat dengan dengan hak orang lain (baik 

sedikit atau sepenuhnya). 

5) Agunan tersebut harus berbentuk harta yang utuh, tidak terpisah 

didalam beberapa tempat.
21

 

8. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 

a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, hasil penjualan harta 

benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman 

(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun). 

c. Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak 

menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai 

(rahin).  

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul 

kewajiban yang harus dilaksanakanya, yaitu sebagai berikut: 

a. Penerima gadai bertanggung jawab, atas hilang atau merosotnya harta 

benda gadai apabila itu disebabkan karna kelalainnya. 

b. Penerima gadai dilarang atau tidak boleh menggunakan barang gadai 

untuk kebutuhan pribadinya. 

c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai 

sebelum dilaksanakannya pelelangan harta atau aset gadai. 
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 Ibid., h. 85-98. 
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9.  Hak Pemberi Gadai 

a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda 

yang digadaikan apabila dia telah melunasi hutangnya. 

b. Pemberi gadai mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas 

kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan tersebut, 

apabila hal itu disebabkan oleh sipenerima gadai. 

c. Penerima gadai berhak menerima sisa uang dari hasil gadai barang 

atau harta yang dijual apabila sudah dikurangi dengan hutang yang 

dipinjam dan biaya yang lain-lainnya. 

d. Pemberi gadai berhak menerima atau mengambil harta benda yang 

digadaikan, apabila pihak sipenerima gadai menyalagunakan barang 

atau harta gadaiannya.
22

  

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban 

yang harus dipenuhinya, yaitu: 

a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 

diterimanya, dalam tenggang waktu yang telah diberikan. Termasuk 

biaya-biaya lain yang diberikan penerima gadai. 

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta atau benda 

gadaiannya, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh 

pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.
23

 

 

                                                           

22
 Ibid., h. 102. 

23
 Ibid., h. 40-41. 
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10. Status dan Jenis Barang Gadai 

a. Status Barang Gadai 

Ulama fikih menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna 

apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada 

ditangan penerima gadai (murtahin), dan uang yang dibutuhkan sudah 

diterima oleh pemberi gadai (murtahin). Status hukum barang gadai 

terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang 

diselingi dengan penyerahan jaminan. Pedoman barang yang boleh 

digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) diperjualbelikan. 

b. Jenis Barang Gadai 

Menurut ulama hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan 

adalah, barang yang memenuhi kategori: 

1) Barang-barang yang dapat dijual, barang yang tidak ada wujudnya 

tidak bisa digadaikan. 

2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara‟, tidak 

boleh menggadaikan yang berbentuk bangkai, hasil tangkapan di 

Tanah Haram, babi, anjing dan arak. 

3) Barang gadai tersebut harus bersifat berwujud atau diketahui, tidak 

boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan 

ada atau tidaknya) tidak jelas. 

4) Barang tersebut milik rahin, bukan milik oranglain.
24
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 Ibid., h. 25-26. 
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11. Berakhirnya Transaksi (Akad) Gadai 

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemilik yang menggadaikan 

barang 

b. Rahin telah melunasi hutangnya 

c. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin, 

atau rahin tidak dapat membayar hutangnya 

d. Pembebasan hutang dengan apapun, meskipun dengan pemindahan 

oleh murtahin 

e. Pembatalan dari murtahin, tanpa adanya persetujuan dari rahin, atau 

pembatalan secara sepihak 

f. Rusaknya barang atau harta bukan karna kesalahan yang dilakukan 

murtahin 

g. Memanfaatkan barang gadai atau rahn sebagai penyewaan, shadaqah, 

atau hibah dari kedua pihak baik murtahin ataupun rahin.
25

 

12. Hukum-Hukum Gadai dan Akibat Hukumnya 

a. Hukum-Hukum Gadai  

Pada umumnya, hukum gadai terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Gadai (rahn) yang Shahih 

Adalah akad gadai yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan menimbulkan akibat 

hukum setelah te.rjadinya akad. Apabila akad gadai te.lah se.mpurna 

de.ngan dise.rahkannya barang yang digadaikan ke.pada murtahin, 
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maka akan me.munculkan konse.kue.nsi-konse.kue.nsi hukum se.pe.rti 

al-marhun atau barang yang digadaikan te.rikat de.ngan utang yang 

ada (marhun bihi), adanya hak me.nahan marhun ole.h murtahin, 

me.njaga dan me.me.lihara marhun, biaya yang dibutuhkan marhun, 

pe.ntasharufan te.rhadap marhun, tanggungan te.rhadap marhun, 

pe.njualan marhun dan pe.nye.rahan marhun. 

2) Gadai (rahn) yang Ghair Shahih  

Adalah gadai yang tidak me.me.nuhi syarat-syarat akad 

rahn. Me.nurut ulama Hanafiyah te.rbagi me.njadi dua yaitu: 

a) Akad Rahn yang batal, yaitu akad rahn yang tidak me.me.nuhi 

salah satu syarat yang be.rkaitan de.ngan asal akad. Se.pe.rti 

pihak yang me.nggadaikan akad tidak me.miliki ke.layakan dan 

ke.mpe.te.nsi (ahliyah) me.lakukan akad se.pe.rti orang gila dan 

orang dungu, atau tidak ada obye .k akad se.pe.rti me.nggadaikan 

se.suatu yang tidak me.miliki nilai harta sama se.kali, atau akad 

rahn ke.hilangan maknanya se.pe.rti me.nsyaratkan marhun tidak 

bole.h dijual untuk me.lunasi marhun bihi. 

b) Akad Rahn yang fasid (rusak) yaitu akad rahn yang tidak 

me.me.nuhi salah satu syarat yang be.rkaitan de.ngan sifat akad 

se.pe.rti marhun dite.mpe.li ole.h se.lain marhun (se.pe.rti 

me.nggadaikan rumah yang didalamnya te.rdapat barang-barang 

miliki rahin namun barang-barang itu tidak te.rmasuk 

te.rgadaikan).
26
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13. Pendapat Ulama Tentang Memanfaatkan Barang Gadaian 

Akad rahn adalah akad yang tujuannya untuk me.njamin 

ke.pe.rcayaan dan jaminan utang. dan bukan untuk dike.mbangkan atau 

diambil ke.untungan. Jika se.pe.rti itu aturannya, maka tidak halal bagi 

murtahin untuk me.manfaatkan barang yang digadaikan, me.skipun 

diizinkan ole.h rahin. Kare.na be.rarti utang yang me.mbe.rikan adanya 

ke.untungan. Dan se.mua utang yang me.mbe.rikan ke.untungan, statusnya 

riba. 

Dalam riwayat yang lain, dari Abdullah bin Sallam, bahwa be.liau 

me.ngatakan: 

“Apabila kamu me.ngutangi orang lain, ke.mudian orang yang 

diutangi me.mbe.rikan fasilitas me.mbawakan je.rami, gandum, atau 

pakan te.rnak maka janganlah me.ne.rimanya, kare.na itu riba.” (HR. 

Bukhari 3814).
27

 

Pe.ne.rima gadai tidak bole.h me.manfaatkannya tanpa izin pe.nggadai 

dalam kondisi apapun, karna barang gadai adalah milik pe.nggadai dan 

be.gitu pula se.suatu yang tumbuh be.rke.mbang darinya dan manfaat-

manfaatnya. Apabila pe.nggadai me.ngizinkan pe.ne.rima gadai untuk 

me.manfaatkannya tanpa ganti, se.dangkan ke.wajiban gadai itu be.rasal dari 
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utang, maka tidak bole.h, karna hal te.rse.but me.ngakibatkan utang yang 

me.micu manfaat, dan hukumnya adalah haram.
28

  

Akan te.tapi, te.rkait hal me.manfaatkan barang jaminan ole.h 

murtahin se.kalipun me.ndapatkan izin dari rahin, ulama be.rbe.da pe.ndapat 

diantaranya: 

a. Jumhur Ulama Fiqh Selain Ulama Hanabilah  

Be.rpe.ndapat bahwa murtahin tidak bole.h me.manfaatkan 

barang jaminan kare.na barang itu bukan miliknya se.cara pe.nuh. 

Adapun hadist yang me.nje.laskan bole.hnya me.manfaatkan he.wan yang 

digadaikan de.ngan me.naiki dan me.me.rah susunya se.suai de.ngan kadar 

pe.mbe.rian makanan ke.pada he.wan te.rse.but, maka me.re.ka 

me.nginte.rpre.tasikannya dalam konte.ks jika rahin tidak be.rse.dia untuk 

me.me.nuhi biaya ke.butuhan marhun, se.hingga yang me.me.nuhi biaya 

ke.butuhan marhun adalah murtahin, maka be.gitu murtahin bole.h 

me.manfaatkannya se.suai de.ngan kadar pe.mbe.rian makan ke.pada 

he.wan yang digadaikan te.rse.but yang te.lah ia ke.luarkan. Hak murtahin 

te.rhadap suatu barang gadaian itu hanya untuk se.bagai jaminan piutang 

yang ia be.rikan dan apabila rahin tidak mampu me.lunasi hutangnya 

maka murtahin bole.h me.njual atau me.nghargai barang itu untuk 

me.lunasi piutangnya.
29
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b. Ulama Hanafiyah  

Be.rpe.ndapat bahwa murtahin tidak bole.h me.manfaatkan al-

marhun, baik itu dalam be.ntuk pe.nggunaan, me.naiki, me.ne.mpati, 

me.nge.nakan atau me.mbaca, ke.cuali de.ngan izin rahin. Kare.na 

murtahin hanya me.miliki hak al-Habsu saja bukan me.manfaatkan. 

Apabila murtahin me.manfaatkan marhun, lalu marhun itu rusak ke.tika 

digunakan, maka ia me.ngganti nilai marhun se.cara ke .se.luruhan, 

kare.na be.rarti ia te.lah me.nggashab atau me.rusak. Dan apabila rahin 

me.mbe.ri izin ke.pada murtahin untuk me.manfaatkan marhun, maka 

me.nurut se.bagian ulama Hanafiyyah, murtahin bole.h 

me.manfaatkannya se.cara mutlak. Namun ada se.bagian lagi yang 

me.larangnya se.cara mutlak kare.na itu adalah riba atau me.ngandung 

ke.syubhatan riba, se.dangkan izin atau pe .rse.tuiuan tidak bisa 

me.nghalalkan riba dan tidak pula se.suatu yang me.ngandung syubhat 

riba.30
 

c. Ulama Malikiyah  

Ulama Malikiyah me.ngklasifikasikan, apabila rahin 

me.ngizinkan ke.pada murtahin untuk me.manfaatkan marhun atau 

murtahin me.nsyaratkan ia bole.h me.manfaatkan marhun, maka itu 

bole.h jika utang yang ada (marhun bihi) adalah dikare.nakan akad jual 

be.li atau se.je.nisnya (akad mu‟aawadhah, pe.rtukaran) dan pe.manfaatan 

te.rse.but harus dite.ntukan batas waktunya de.ngan je.las, agar tidak 
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me.ngandung unsur jahalah (ke.tidakje.lasan) yang bisa me.rusak akad 

ijarah (se.wa). Kare.na itu adalah be.ntuk jual be.li dan ijarah dan itu 

adalah bole.h. Dipe.rbole.hkannya dalam hal ini se.bagaimana yang 

dikatakan ole.h Ad-Dardir adalah de.ngan cara murtahin me.ngambil 

ke.manfaatan te.rse.but untuk dirinya se.ndiri se.cara gratis, atau 

dimasukkan ke.dalam pe.mbayaran utang yang ada (marhun bihi), 

se.dangkan sisa utang yang ada harus se.ge.ra dilunasi. Namun hal ini 

tidak dipe.rbole.hkan jika marhun bihi dalam be.ntuk pinjaman utang 

(qardh), kare.na itu be.rarti masuk ke.dalam pinjaman utang yang 

me.narik manfaat. Be.gitu juga, murtahin tidak bole.h me.manfaatkan 

marhun jika marhun bihi dalam be.ntuk pinjaman utang (qardh) 

me.skipun rahin be.rde.rma de.ngan me.ngizinkan murtahin 

me.manfaatkan marhun se.cara cuma-cuma, maksudnya tidak 

disyaratkan ole.h murtahin se.ndiri akan te.tapi rahin se.ndiri yang 

me.ngizinkan murtahin me.manfaatkannya.
31

 

d. Ulama Syafi’iyah  

Se.cara garis be.sar be.rpe.ndapat se.pe.rti pe.ndapat ulama 

Malikiyah, yaitu murtahin tidak bole.h me.manfaatkan barang yang 

digadaikan marhun. Barang yang digadaikan tidak dipisahkan 

ke.pe.milikannya dari pihak yang me.milikinya yang te.lah 

me.nggadaikannya. Maksudnya, pihak murtahin tidak bisa me.miliki 

barang yang digadaikan ke.tika pihak rahin tidak me.ne.busnya atau 

de.ngan kata lain pihak rahin tidak me.mbayar utang yang ada ke.tika 
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utang te.rse.but te.lah jatuh te.mpo, bagi pihak yang me.nggadaikan 

ke.manfaatan barang yang digadaikan dan me.niadi tanggungannya pula 

biaya pe .me.liharaan barang yang digadaikan. Apabila dalam akad 

qardh (pinjaman utang) murtahin me.nsyaratkan se.suatu yang 

me.rugikan pihak rahin se.pe.rti apa-apa yang dihasilkan ole.h marhun 

atau pe.manfaatan marhun ole.h murtahin, maka syarat te.rse.but tidak 

sah dan me.nurut pe.ndapat yang le.bih kuat akad rahn te.rse.but juga 

me.njadi tidak sah. 

e. Ulama Hanabilah  

Bahwa pe.manfaatan murtahin te.rhadap marhun jika me.mang 

de.ngan imbalan, tidak gratis, maka itu bole.h baik marhun bihi be.rupa 

al-Qardhu maupun yang lainnya jika me.mang itu adalah de.ngan 

imbalan ajrul mitsli (biaya se.wa). Namun jika pe.manfaatan te.rse.but 

gratis tanpa imbalan, maka tidak bole.h jika marhun bihi be.rupa al-

Qardhu. Dan jika murtahin me.manfaatkan marhun tanpa se.izin rahin, 

maka itu dihitung se.bagai bagian dari pe.mbayaran utang yang ada 

(Marhun bihi). Se.dangkan apabila marhun adalah be.rupa he.wan, maka 

murtahin bole.h me.manfaatkannya apabila he.wan te.rse.but adalah 

he.wan ke.ndaraan atau he.wan pe.rah, namun de.ngan syarat me.naikinya 

dan me.me.rah susunya dise.suaikan de.ngan kadar nafkah dan biaya 

ke.butuhan marhun yang dike.luarkan ole.h murtahin, de.ngan te.tap 

me.mpe.rhatikan sikap proporsional dalam me.mbe.ri nafkah dan biaya 

ke.hidupan marhun me.skipun rahin tidak me.ngizinkan hal te.rse.but.
32
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B. Penelitian Terdahulu 

Untuk me.mbandingkan de.ngan pe.ne.litian ini dan se.kaligus untuk 

me.lihat positif pe.ne.litian ini, maka pe.rlu dilihat dari pe.ne.litian-pe.ne.litian lain 

yang sudah pe.rnah dilakukan. Adapun be.be .rapa pe.ne.litian te.rdahulu yang 

hampir mirip de.ngan pe.mbahasan skripsi pe.nulis yaitu: 

1. Skripsi  Samsul Rizal 

Pe.ne.litian yang dilakukan ole.h Samsul Rizal (2019), dalam Skripsi 

nya yang be.rjudul Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya 

Te.rhadap Ke.se.jahte.raan Masyarakat, Fakultas E.konomi Dan Bisnis Islam, 

Unive.rsitas Islam Ne.ge.ri Ar-Raniry Banda Ace.h, dalam praktik ini 

me.nje.laskan te.ntang praktik gadai sawah. Pe.rsamaan dalam pe.ne.litian ini 

adalah sama-sama te.ntang gadai. Pe.rbe.daannya yaitu te.rle.tak pada obje.k 

pe.ne.litian, pe.ne.liti se.be.lumnya me.ne.liti te.ntang gadai tanah sawah, 

se.dangkan pe.nulis obje.knya me.ne.liti te.ntang praktik gadai ke.bun sawit.
33

 

2. Skripsi Novie. Khoiria 

Pe.ne.litian yang dilakukan ole.h Novie. Khoiria (2022), dalam 

pe.ne.litiannya yang be.rjudul Pe.laksanaan Akad Rahn Pada Lahan 

Pe.rtanian Padi di Nagarasi Lasi Ke .camatan Candung Kabupate.n Agam 

Pe.rspe.ktif Fiqh Muamalah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. Dalam praktik ini me.nje.laskan te.ntang pe.laksanaan 

akad rahn pada lahan pe.rtanian padi. Pe.rsamaan dalam pe.ne.litian ini 

adalah sama-sama me.nggunakan akad rahn (gadai), pe.rbe.daannya adalah 
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pe.ne.liti se.be.lumnya me.ne.liti te.ntang lahan pe.rtanian padi, se.dangkan 

pe.nulis me.ne.liti te.ntang analisis praktik gadai ke.bun sawit.
34

 

3. Skripsi Muhammad Khoirul Rizal Nasution 

Pe.ne.litian yang dilakukan Skripsi Muhammad Khoirul Rizal 

Nasution (2022), dalam pe.ne.litian ini yang be.rjudul Tinjauan Fiqih 

Muamalah Te.rhadap Pe.manfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi Gadai 

Ke.bun Sawit di De.sa Pir Trans Ke.camatan Huta Raja Tinggi, Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam praktik ini 

me.nje.laskan te.ntang pe.ngambilan manfaat barang gadai. Pe.rsamaan dalam 

pe.ne.litian ini adalah sama-sama te.ntang Gadai, pe.rbe.daannya adalah 

pe.ne.liti se.be.lumnya me.ne.liti pe.ngambilan manfaat barang gadai, 

se.dangkan pe.nulis obje.knya me.ne.liti te.ntang praktik gadai ke.bun sawit 

dan pe.ngambilan manfaat yang me.ngandung pe.nambahan jumlah pokok 

pinjaman.
35

 

4. Jurnal Pe.ne.litian ole.h Ujang Ruhyat Syamsoni  

Pe.ne.litian Jurnal Nasional ole.h Ujang Ruhyat Syamsoni pada 

tahun 2019 dalam pe.ne.litiannya yang be.rjudul “ Pe.ngambilan Hasil Gadai 

Ke.bun Sawit Me.nurut Pe.rspe.ktif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di De.sa 

Cilodang Ke.camatan Pe.le.pat Kabupate.n Bungo)”. Pe.ne.litian ini 

me.nggunakan me.tode. pe.ne.litian kualitatif de.ngan pe.nde.katan de.skriptif 
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analitik. Subje.k pe.ne.litiannya pe.nggadai (rahin) dan pe.ne.rima gadai 

(murtahin) yang me.njadikan ke.bun sawit se.bagai jaminan. Hasil pe.ne.litian 

me.nunjukkan bahwa pe.manfaatan hasil ke.bun sawit yang digadaikan itu 

tidak se.suai de.ngan fikih muamalah atau hukum Islam, kare.na me.nurut 

Jumhur ulama fiqh se.lain ulama Hanabilah be.rpe.ndapat bahwa pe.me.gang 

barang jaminan atau pe.ne.rima gadai (murtahin) tidak bole.h me.manfaatkan 

barang jaminan (marhun) yakni ke.bun sawit milik si pe.nggadai (rahin), 

kare.na barang itu bukan miliknya se.cara pe.nuh.  

Pe.rsamaan pe.ne.litian se.be.lumnya de.ngan pe.ne.litian ini adalah 

je.nis dan me.tode. pe.nde.katan sama-sama me.nggunakan me.tode. de.skriptif 

kualitatif. Pe.rbe.daan pe.ne.litian se.be.lumnya de.ngan pe.ne.litian yang 

dilakukan ole.h pe.nulis adalah pe.ne.litian se.be.lumnya me.nganalis te.ntang 

pe.ngambilan manfaat ke.bun sawit saja se.dangkan yang pe.nulis te.liti 

te.ntang pe.ngambilan manfaat ke.bun sawit se.rta adanya pe.nambahan 

pokok pinjaman dalam pe.rjanjian.
36

  

5. Jurnal Pe.ne.litian ole.h Farah Diba dan Farida Se.kti Pahle.vi 

Pe.ne.litian Jurnal Nasional ole.h Farah Diba dan Farida Se.kti 

Pahle.vi pada tahun 2021 de.ngan judul pe.ne.litiannya yaitu “ Prakte.k Gadai 

Sawah di Ke.lurahan Kle.munan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum 

Islam”. Je.nis pe.ne.litian yang digunakan me.rupakan pe.ne.litian lapangan 

yang me.nggunakan me.tode. kualitatif. Analisis data dilakukan de.ngan 

me.tode. de.duktif. Dari pe.ne.litian ini dapat disimpulkan bahwa akad gadai 
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sawah di Ke.lurahan Kle.munan, Wlingi, Blitar be.lum se.suai de.ngan 

Hukum Islam dikare.nakan ke.tika akad be.rlangsung te.rdapat syarat-syarat 

te.rte.ntu yang harus dipe.nuhi ole.h rahin agar sawahnya dapat dite.rima ole.h 

murtahin. Akadnya sah namun syaratnya dianggap batal. Me.nge.nai praktik 

pe.manfaatan obje.k gadai sawah tanpa batas waktu me.nurut te.ori hukum 

Islam juga tidak se.suai.  

Pe.rsamaan pe.ne.litian se.be.lumnya de.ngan pe.ne.litian ini adalah 

sama-sama me.nggunakan me.tode. pe.ne.litian kualitatif dan me.nggunakan 

akad yang sama yaitu akad rahn. Pe.rbe.daannya adalah fokus dalam 

pe.ne.litian ini adalah ke.bun sawit se.dangkan pe.ne.litian se.be.lumnya adalah 

sawah. Pe.ne.litian se.be.lumnya me.nganalis praktik gadai tanpa batas waktu 

se.dangkan yang pe.nulis te.liti me.nggunakan jangka waktu.
37

 

6. Jurnal Pe.ne.litian ole.h Muhammad Sale.h 

Pe.ne.litian Jurnal Nasional ole.h Muhammad Sale.h pada tahun 2019 

de.ngan judul pe.ne.litiannya yaitu: “ Gadai Ke.bun Kare.t dalam Pe.rspe.ktif 

Hukum Islam”. Je.nis pe.ne.litian yang digunakan dalam pe.ne.litian ini 

adalah Me.tode. pe.ne.litian kualitatif. Hasil pe.ne.litian yang dilakukan 

pe.ne.liti me.ne.mukan bahwa Prakte.k gadai di De.sa Kosgoro yang dominan 

dijadikan se.bagai agunan jaminan adalah ke.bun kare.t. Dalam tingkat 

pe.nge.tahuan masyarakat De.sa Kosgoro te.rhadap konse.p gadai dalam 

hukum e.konomi Islam banyak se.kali yang tidak tahu ataupun kurang 

me.nge.tahui.  
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Pe.rsamaan pe.ne.litian se.be.lumnya de.ngan pe.ne.litian ini adalah 

sama-sama me.nggunakan me.tode. pe.ne.litian kualitatif dan me.nganalis 

pe.ngambilan manfaat yang dilakukan ole.h murtahin. Pe.rbe.daannya adalah 

te.rdapat dalam obje.k pe.ne.litian. Pe.ne.liti se.be.lumnya me.nganalis praktik 

gadai ke.bun kare.t se.dangkan yang pe.nulis te.liti adalah praktik gadai ke.bun 

sawit.
38
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BAB III 

          METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam pe.ne.litian ini me.nggunakan pe.ne.litian kualitatif. Me.tode. 

kualitatif adalah me.tode. de.ngan prose .s pe.ne.litian be.rdasarkan pe.rse.psi pada 

suatu fe.nome.na de.ngan pe.nde.katannya, datanya me .nghasilkan analisis 

de.skriptif be.rupa kalimat se.cara lisan dari obje.k pe.ne.litian. Pe.ne.liti 

me.wawancarai se.cara langsung obje.k pe.ne.litian dan pe.ne.litian te.rhadap 

re.alisasi ke.hidupan sosial masyarakat se.cara langsung, tidak bisa dilakukan 

dilaboratorium me.lainkan turun langsung ke. lapangan.
39

 

Pe.ne.litian de.skriptif kualitatif adalah cara atau prose.dur pe.ne.litian, 

me.nghasilkan data-data pe.ne.litian yang de.skriptif dalam be.ntuk kata-kata atau 

lisan yang dibuat se.cara te.rtulis dari orang yang akan diamati. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau te .mpat pe.ne.litian adalah dimana te.mpat pe.ne.liti 

me.lakukan pe.ne.litian dan me.ndapatkan informasi te.ntang obje.k yang akan 

dite.liti. Adapun lokasi pe.ne.litian ini adalah di De.sa Srikayangan Kabupate.n 

Rokan Hilir. Pe.ne.liti me.milih lokasi ini kare.na masyarakat di De.sa 

Srikayangan se.bagian be.sar be.ke.rja se.bagai pe.tani, khususnya pe.tani sawit. 

Hal ini me.mbuat pe.ne.liti ingin me.ngkaji le.bih dalam te.ntang praktik gadai 

sawit yang ada di lokasi te.rse.but. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Dari pe.ne.litian ini subje.k yang diambil ole.h pe .nulis adalah orang yang 

me.lakukan akad, yaitu orang yang me.ne.rima gadai (murtahin), dan orang 

yang me.nggadaikan (rahin) di De.sa Srikayangan, Kabupate.n Rokan Hilir. 

2. Obje.k yang diambil ole.h pe.ne.liti adalah akad rahn, me.ncari pe.rmasalahan 

yang dise .babkan ole.h praktik gadai me.nggadai di De.sa Srikayangan. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah ge.ne.ralis yang te.rdiri dari obye.k/subye.k yang 

me.miliki kuantitas dan karate.ristik te.rte.ntu yang dite.tapkan ole.h pe.ne.liti 

untuk dipe.lajari dan ke.mudian ditarik ke.simpulannya.
40

 

Dalam pe.ne.litian ini populasi yang diambil ole.h pe.ne.liti adalah di 

De.sa Srikayangan yaitu se.banyak 16 orang yang te.rdiri dari orang yang 

me.ne.rima gadai, dan orang yang me.nggadaikan. 

2. Sampe.l 

Sampe.l bisa dise.but se.bagai bagian ke.cil dari anggota populasi yang 

diambil me.nurut prose.dur te.rte.ntu yang dapat me.wakili populasinya.
41

 

Dalam hal ini pe.ne.liti me.nggunakan me.tode. total sampling artinya yaitu 

ke.se.luruhan populasi me.njadi subje.k pe.ne.litian yaitu be.rjumlah 16 orang, 

yang te.rdiri dari 8 orang rahin (pe.ne.rima pinjaman),  dan 8 orang 

murtahin (pe.mbe.ri pinjaman). 

                                                           

40
 Sandu Siyoto,et.al., Dasar Metodologi Penelitan (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing,2015), Cet Ke-1. h. 63. 

41
 Ibid, h. 65. 
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E. Jenis Data 

Je.nis data yang digunakan ole.h pe.nulis adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah je.nis data yang be.rsifat de.skriptif yang me.nggambarkan 

karakte.ristik suatu fe.nome.na dan le.bih me.mfokuskan ke.pada pe.mahaman 

subje.k yang akan dite.liti. 

 

F. Sumber Data 

1. Data Prime.r  

Data prime.r adalah data yang akan dikumpulkan se.ndiri ole.h 

pe.nulis, langsung dari sumbe.r subje.k pe.ne.litian dan pihak-pihak yang 

te.rkait de.ngan pe.laksanaan praktik gadai di De.sa Srikayangan Kabupate.n 

Rokan Hilir. Dalam hal ini, pe.nulis akan langsung datang ke. lapangan 

(pe.nulis akan langsung me.lakukan wawancara te.rkait de.ngan masalah 

yang akan dibahas). 

2. Data sakunde .r 

Data sakunde.r yaitu data yang didapatkan langsung me.lalui studi 

ke.pustakaan se.pe.rti artike.l, jurnal, buku, lite.ratur, makalah se.rta studi fiqih 

muamlah te.rhadap pe.rmasalahan pe.manfaatan gadai ke.bun sawit di De.sa 

Srikayangan Kabupate.n Rokan Hilir.
42

 

 

 

                                                           

42
 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 

2008), Cet-1, Edisi 1, h. 150 
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G. Metode Pengumpulan Data 

Jika ingin me.ne.liti se.buah masalah, maka kita harus me.nge.tahui 

te.rdahulu indikator masalah (data) te.rse.but. Me.tode. pe.ngumpulan data yang 

digunakan dalam pe.ne.litian ini, me.nggunakan tiga te.knik yaitu se.bagai 

be.rikut: 

1. Obse.rvasi  

Obse.rvasi yaitu te.knik pe.ngumpulan data de.ngan pe.ne.liti turun 

langsung ke. lapangan, ke.mudian me.ngamati ge.jala yang akan dite.liti
43

, 

obse.rvasi me.rupakan salah satu te.knik dalam pe.ngumpulan data yang 

sangat lazim dalam me.tode. pe.ne.litian kualitatif. Obse.rvasi juga dise.but 

se.bagai ke.giatan pe.ngamatan me.ncari data yang digunakan untuk 

me.mbe.rikan suatu ke.simpulan. 

2. Wawancara  

Wawancara me.rupakan te.knik pe.ngumpulan data de.ngan me.mbe.ri 

se.jumlah pe.rtanyaan yang be.rhubungan ke.pada narasumbe.r yang sudah 

dite.ntukan.
44

  Dalam pe.ne.litian ini, wawancara dilakukan se.cara langsung 

se.bagai me.tode. pe.ngumpulan data untuk me.ne.mukan jawaban 

pe.rmasalahan te.rse.but se.cara te.rbuka. Adapun yang me.njadi narasumbe.r 

dalam me.ncari informasi data pe.ne.litian ini adalah, masyarakat yang 

te.rlibat dalam praktik gadai di De.sa Srikayangan Kabupate.n Rokan Hilir. 

 

                                                           

43
 Syafrida Hafni Sahir, Op. Cit, h. 30. 

44
 Ibid, h. 28-29. 
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3. Dokume.ntasi  

Dokume.ntasi adalah te.knik pe.ngumpulan data pe.ne.litian me.lalui 

se.jumlah dokume.n (informasi yang didokume.ntasikan) be.rupa dokume.n 

te.rtulis maupun te.re.kam.
45

 Data be.rupa dokume.n se.pe.rti surat, hasil rapat, 

cinde.ramata, arsip foto, catatan harian, dan jurnal ke.giatan yang bisa 

dipakai untuk me.nggali informasi yang te.rjadi dimasa silam. 

 

H. Pendekatan 

Pe.nde.katan yang digunakan ole.h pe.nulis adalah de.ngan me.nggunakan 

me.tode. kualitatif. Hasil dari me.tode. kualitatif ini adalah de.ngan cara 

de.skripsi dalam be.ntuk kata-kata atau bahasa dari sumbe.r prime.r data yang 

dite.liti. 

Pe.nde.katan Fiqih muamalah dalam pe.ne.litian ini yaitu akad rahn, akad 

rahn adalah salah satu akad yang ada didalam fiqih muamalah. Pe.nde.katan 

fiqih muamalah te.rkait akad rahn me.libatkan be.be.rapa prinsip-prinsip dan 

ke.te.ntuan yang me.ndasari praktik gadai-me.nggadai lahan ke.bun sawit dalam 

Islam. 

Fokus pada pe.ne.litian ini adalah pada praktik gadai-me.nggadai lahan 

ke.bun sawit yang dilakukan masyarakat di De.sa Srikayangan Kabupate.n 

Rokan Hilir, se.hingga jika dihubungkan de.ngan pe.nde.katan ini, maka akan 

sangat cocok de.ngan pe.mbahasan pe.rmasalahan dan data yang akan pe.role.h 

dilapangan. 

                                                           

45
 Rahmadi, Pengantar  Metodologi Penelitian  (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet 

Ke-1, h. 85.  
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I. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah data yang sudah diolah se.hingga hasil yang 

dipe.role.h mudah dime.nge.rti dan dipahami. Analisis data be.rupa informasi 

hasil olah data, me.nge.lompokkan hasil dari pe.ngolahan data, me.ringkas hasil 

olah data se.hingga me.mbe.ntuk suatu ke.simpulan pe.ne.litian.
46

 Pada me.tode. 

analisis data ini me.nggunakan me.tode. de.skriptif kualitatif untuk 

me.nggambarkan atau me.ngungkapkan fakta yang apa adanya dan se.suai 

de.ngan ke.nyataan yang dihadapi, dan se.suai de.ngan masalah yang dibahas. 

 

J. Metode Penulisan 

1. Me.tode. de.skriptif 

Dalam pe.ne.litian ini me.tode. pe.nulisan yang dipakai ole.h pe.nulis 

adalah me.tode. de.skriptif, dimana maksudnya adalah pe .nulisan yang 

me.nje.laskan se.cara ke.se.luruhan masalah yang akan dite.liti se.cara 

langsung. Be .rsifat akurat, spe.sifik, dan apa adanya me.nge.nai fakta yang 

be.rhubungan de.ngan pe.ne.litian yang te.rjadi dilapangan. 

2. Me.tode. De.duktif  

Me.tode. ini digunakan untuk me.ndapatkan ke.simpulan yang 

se.sungguhnya dari apa yang diamati de.ngan logika namun te.tap pe.rpe.gang 

pada te.ori untuk ditarik ke.simpulannya. 

                                                           

46
 Syafrida Hafni Sahir, Op.Cit, h. 37. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Be.rdasarkan pe.ne.litan te.ntang praktik gadai ke.bun sawit di De.sa 

Srikyangan, maka pe .nulis me.ngambil ke.simpulan se.bagai be.rikut:  

1. Pe.laksanaan praktik gadai ke.bun sawit di De.sa Srikayangan te.rjadi unsur 

pe.manfaatan obje.k gadai ole.h murtahin, de.ngan cara me.nambahkan uang 

pokok pinjaman dalam pe.rjanjian dan me.ne.rima hasil pane.n ke.bun sawit 

yang dibe.rikan rahin untuk me.minjam se.jumlah uang, sampai rahin 

mampu me.lunasi hutangnya, pe.laksanaan gadai te.rse.but dikatakan te.lah 

se.le.sai dilakukan hanya apabila disaat rahin mampu me.lunasi pinjaman 

uangnya ke.pada murtahin dan ke.bun sawit yang dijadikan marhun me.njadi 

milik rahin se.pe.nuhnya ke.mbali.  

2. Analisis Fiqih Muamalah te.rhadap transaksi gadai ke.bun sawit di De.sa 

Srikayangan me.ngandung unsur riba yang diharamkan dalam syariat 

Islam, kare.na te.rjadinya pe.ngambilan manfaat te.rhadap marhun (barang 

gadai) be.rupa pe.manfaatan ke.bun sawit, yang dilakukan ole.h murtahin  

se.lama masa pe.minjaman. Disamping itu pihak murtahin me.mbuat 

pe.rjanjian apabila pe.mbayaran tidak dilakukan se.suai de.ngan ke.se.pakatan 

dari awal maka pihak rahin dimintai untuk me.mbayar bunga se.be.sar 5% 

atau me.mpe.rpanjang kontrak pinjaman. Hal te.rse.but tidak sah kare.na apa 

yang disyaratkan te.rse.but me.ngandung unsur ribawi (pe.nambahan jumlah 

pokok pinjaman) yang dilarang dalam Islam. 
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B. Saran 

Me.lihat dari ke.nyataan yang te.rjadi di De.sa Srikayangan Kabupate.n 

Rokan Hilir te.ntang praktik gadai ke.bun sawit pe.nulis me.nyarankan:  

1. Diharapkan ke.pada pe.ne.rima dan pe.mbe.ri gadai se.be.lum me.lakukan 

praktik gadai untuk le.bih me.nge.tahui te.ntang te.ori gadai se.hingga apa 

yang dilakukan se.suai de.ngan prinsip syariat Islam. Karna dalam Islam 

se.ndiri dije.laskan bahwa utang piutang itu sifat aslinya adalah “tolong 

me.nolong” dan bukan me.mbe.ratkan salah satu pihak de.ngan kata lain 

tidak me.rugikan atau adanya ke.tidakadilan antara ke.dua be.lah pihak. 

2. Pe.nulis me.nyarankan se.baiknya masyarakat di De.sa Srikayangan harus 

le.bih be.rhati-hati lagi dalam me.lakukan se.suatu agar te.rhindar dari 

ke.biasaan yang dilarang dan te.rhindar dari riba yang diharamkan dalam 

syaria‟at Islam. Dan le.bih me.mahami lagi te.ntang praktik gadai yang 

bole.h dan tidak bole.h dilakukan dalam Islam supaya dapat me .nciptakan 

ke.hidupan masyarakat yang se.jahte.ra de.ngan cara tolong me.nolong satu 

sama lain dengan ikhlas. 
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Lampiran 1  

PEDOMAN WAWANCARA 

E. Indentitas Responden 

Nama : Selvy Agustina 

Alamat : Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir 

Pekerjaan : Mahasiswi/Pelajar 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Pertanyaan untuk penggadai (rahin):  

1. Apakah anda pernah melakukan praktik gadai? 

2. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai yang anda jalankan dalam transaksi 

gadai kebun sawit tersebut? 

3. Kepada siapa dan pada tahun berapa anda melakukan praktik gadai kebun 

sawit? 

4. Apakah ada jangka waktu dalam perjanjian gadai tersebut dan berapa 

jumlah uang yang anda dapatkan? 

5. Apa alasan anda menggadaikan kebun sawit tersebut? 

6. Untuk apa uang tersebut anda pergunakan? 

7. Apakah anda merasa untung atau rugi setelah melakukan praktik gadai 

kebun sawit tersebut? 
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8. Bagaimana kondisi keuangan keluarga anda setelah melakukan praktik 

gadai? 

9. Apakah pernah terjadi suatu kesalahan atau permasalahan dalam masa 

perjanjian?  

10. Siapa saja yang terlibat dalam praktik gadai kebun sawit tersebut? 

Pertanyaan untuk pemberi gadai (murtahin): 

1. Apakah anda pernah melakukan praktik gadai? 

2. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai yang anda jalankan dalam transaksi 

gadai kebun sawit tersebut? 

3. Dari siapa dan pada tahun berapa? 

4. Berapa besar uang jaminan yang anda berikan? 

5. Bagaimana anda menentukan jumlah uang jaminan yang anda berikan? 

6. Apakah kebun tersebut berada pada tangan anda? 

7. Apakah anda sudah mengerti tentang tata cara gadai yang seharusnya 

dalam Islam? 

8. Apakah ada bukti dan saksi saat melakukan praktik gadai? 

9. Apakah pernah terjadi masalah saat dalam masa perjanjian antara anda dan 

pihak peminjam uang?  

10. Apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian? 
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian Di Desa Srikayangan 

DOKUMENTASI 
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Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Dari Desa Srikayangan 
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